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BUPATI SOLOK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Mcnleri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daer-ip_h Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka periu
menata kembali nomenklatur dan unit kerja sekretariat
daeréh dengan Peraturan Bupati;

bah\-.%a Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 lentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
scria| Tata Kerja Sekretarial Daerah sebagaimana telah
diuhsfh dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
F‘ungi;i serta Tata Kerja Sekretarial Daerah tidak sesuai
lagi ciengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit
Kcr;ia| Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kotsa
sehingga perlu diganti;

hathn berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf & dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dacrah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Ptmb%:nmkan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Ling,l-c?mgan Daerah  Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nnmnil- 25);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pen'i!crintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
NegLra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tela#m diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. PErzlLturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota
Snltzl*-k ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran
Ncgl%ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137,
Tan‘llhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
444!'?};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Ferfmgkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Rﬁp’ublik Indonesia Nomor 35887) scbagaimana telah
diub&h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
201}9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nnrlimr 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nué‘mr 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

3, Per?muran Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019
tenl'tang Pedoman Nomenklatur dan Unit  Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. PerLLura.n Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentuksn dan Susunan Perangkat
Da! rah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok
Nomor 69);
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Menctapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

URGAN}SASI. TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2.

Pr:m[v::rhltah Daerah adalah Pemerintah  Daerah
Kabupaten Solok.

Bupati adalah Bupati Solok.

Perhngkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah yang selanjutnya
diai}ngk&t DPRD dalam penyelenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Sekiretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda
ada'[lah Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Solok.

Jal::rats'an Fungsional adalah sckelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional pada keahlian dan keterampilan tertentu
dalfam rangka mendukung kelancaran tugas Sekretariat
Daerah.

Baﬁm Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD
adalah Badan Usaha yang scluruh atau sebagian besar
modalnya dimiliki oleh Daerah.

Baﬁan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit
p::liukaana tecknis  dinas/badan  Daecrah  dalam
memberikan pelayanan Kepada masyarakat yang
mempunyai  fleksibilitas dalam pola pengelolaan
ke%laﬁgan sebagai pengecualian dari  ketentuan
pengelolaan Daecrah pada umumnya.
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BAB I

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Se@a merupakan unsur staf.
(2) Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Sekretaris Dacrah yang berkedudukan di bawah

|
dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Setda terdiri dari:
a. |Sckretaris Daerah,
b, lﬂﬁisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat,

'membawahi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:

|1.

Bagian Tata Pemerintahan, membawahi 3 (tiga)
subbagian vang terdiri dari:

a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;

b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan

¢) Subbagian Otonomi Daerah.

Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3
(tiga) subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Bina Mental Spiritual;

b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan

c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Hukum, membawahi 3 (tiga) subbagian
vang terdiri dari:

a) Subbagian Perundang-undangan,

b) Subbagian Bantuan Hukum; dan

¢) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
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Bagian Kerja Sama, membawahi 3 (tiga)

subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam
Negeri;

b) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri;
dan

¢) Subbagian Evaluasi Kerja Sama.

sisten Perckonomian dan Pembangunan,

JIm:mbawahi 4 (empal) bagian yang terdiri dari:

L

Bagian Perckonomian membawahi 3 (tiga)

subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

b) Subbagian Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian; dan

¢) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil,

Bagian Administrasi Pembangunan,

membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri clari:

a) Subbagian Penyusunan Program;

b) Subbagian Pengendalian Program; dan

c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa,

membawahi 3 (tiga) Subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang
dan Jasa;

b) Subbagian Pengclolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik: dan

c) Subbagian Pembinaan dan  Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Sumber Dava Alam, membawahi 3 (tiga)

subbagian yang terdiri darti:

a) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan;

b) Subbagian Sumber Daya Alam
Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan

¢) Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan
Air.
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d.

sisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat)

bagian yang terdin dari:

{.

Bagian Umum membawahi 3 (tiga) subbagian

yang terdiri dari;

a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli
dan Kepegawaian;

b) Subbagian Perlengkapan; dan

¢) Subbagian Rumah Tangga.

. Bagian Organisasi, membawahi 3 (tiga)

subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Kelembagaan dan  Analisis
Jabatan;

b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata
Laksana; dan

¢) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,

membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Protokol;

b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan

¢) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.

Bagian Perencanaan  dan  Keuangan,

membawahi 3 (tiga) subbagian yang terdiri dari:

a) Subbagian Perencanaan;

b) Subbagian Keuangan; dan

c¢) Subbagian Pelaporan.

(2) ﬂ.si:stun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

(3) Mﬁl&h}g-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada

ayi[lt (1) dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten.

(4) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

l
(5) Susunan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran | yang merupakan
ian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

l
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(2)
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(1)

(2)

(3)

BAB 11
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Setda mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian terhadap
pelaksanaan tugas Perangkal Daerah serta pelayanan

administratil,

Seti[iu dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dm-mksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pcngunrdmaslan penvusunan kebijakan Daerah;

b. Pengmrdmﬂsian pelaksanaan tugas Perangkat
Dacrah

C» Femnntduan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

acrah;

d. pelayanan administratifl dan pembinaan aparatur
sipil negara pada Perangkat Daeral; dan

. pc!akmnaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
I.erkmt dengan tugas dan fungsinya.

Rircian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Setda

schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

tercantum dalam Lampiran 1l yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas
mqlaksanakan tugas khusus scsuai dengan bidang
chhhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
Ke;’lompnk jabatan [ungsional dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian.




BAB V
TATA KERJA

Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah,
Asigteny, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian wajib

menerapkan  prinsip  koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun
am!tr Perangkat Daerah.

{2) l{oc+'dinasi, integrasi dan sinkronisasi scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sccara berjenjang.

BAB VI
JABATAN

Pasal 7

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon lla atau
Jabatan Pimpinan Tinggl Pratama.

(2) Asisten merupakan Jabatan Eselon llb atau .Jabatan
Phllppiﬂan Tinggi Pratama.

(3) Ke],*lmla Bagian merupakan Jabatan Esclon llla atau
Jﬂl‘.lral&n Administrator.

(4) Heﬁala Subbagian merupakan Jabatan Eselon [Va atau
Jal:lrat&n Pengawas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

|
Pada 3‘Pat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang
ada saal ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya

pejabalt yang baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
EupatlJ Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
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Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun
2016 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi!. serta Tata Kerja Sckretariat Daerah (Berita Daerah
I{&bup*riten Solok Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan
din}fﬂtﬁLk‘&H tidak berlaku.

‘ Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundai'ugk&n.
Agar |5ctiﬂp orang mengetahuinya, memerintahkan
p&ngutrdangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 10 JuJ 2e30
BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Aros

pada tanggal 16 Jov 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

ASWIRMAN |
BERITA DAERAH KABUFPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
AN HUKUM DAN HAM,

KEPALA B

¥




LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR D 32 Tavom 2030
TANGGAL : 1o gou zea3e

CIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH

I. Asisten anerintnhnn dan Kesejahteraan Rakyat
A. Asisten Pammmmhan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu bci-;retans Daerah dalam penyusunan kebijakan
dacrah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan
pengoordinasian  penyusunan kebijakan  daerah  di bidang
kesejahteraan rakyat (kesra), pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan
rakyat, hukum |dan kerja sama,
B. Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
l. penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan,
hukum dan Kerja sama:
2. pengoordinasjan penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
4. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama:
©. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang kesra; dan
6. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang
berkaitan dengan tugasnya.
C. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
1. Bagian Tata Péemerintahan
a. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
perumusan kebijakan dacrah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas Fﬂlfangkal Daerah, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan  pembinaan
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administrasi  di  bidang administrasi  pemerintahan,

adminiatrtsi kewilayahan dan otonomi daerah.

. Bagian Ta%t& Pemerintahan mempunyai fungsi:

1) pcnﬁaFan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
omnu:l; daerah;

2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijukan
dacrah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kgwﬂa_-}ahan dan otonomi daerah;

3) pcnyi&;l_mn bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan otonomi dacrah;

4) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan,
aclminia!s{msi kewilayahan dan otonomi daerah; dan

5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan! tugasnya.

.. Bagian Ta:ta Pemerintahan terdini dari:

1) Subbagian Administrasl Pemerintahan;

2) Bubbag'riun Administrasi Kewilayahan; dan

3) Subbagian Otonomi Daerah,

. Uraian Tugas

1) Subbagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas:

a) mcn:ghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang administrasi
pemi:rin tahan sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
adm:ini!strasi pemerintahan;

¢) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) m:n?iapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah
bida'pg administrasi pemerintahan;

c) mtn?dapkan bahan perumusan kebijakan daerah
dibicllang administrasi pemerintahan;
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h)

mcr'a}riapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
di | bidang kependudukan dan pencatatan  sipil,
kesatuan  banpsa dan politik  dalam negeri,
ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat;

memlasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;

rm:l, sanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pclaksanaun kebijakan daerah bidang administrasi
pe cnntaha.n dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya,

2) Subbagian Administrasi Kewilayahan mempunyai tugas:

a)

b)

d)

€

hj

metilghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
uﬂtn'mam serta bahan lainnya di bidang administrasi
kcmlayahan sebagai pedoman dan landasan kerja;
mﬁngmventanaas: permasalahan  dan  menyiapkan
bﬂhlgm petunjuk  pemecahan masalah  di bidang
&dn:liini_mrasi kewilayahan;

me yuaun rencand, program kerja dan anggaran
berbasts kinerja berpedoman kepada rencana strategis

Set

mel’i:ns'anﬁkan fasilitasi dan koordinasi pembentukan,
pcnghapusan penggabungan dan pemekaran wilayah
keca*matan dan/atau nagari;

melaksanakan koordinasi pencgasan batas daerah,
kecamadtan, nagari, dan/atau pemindahan ibukota
kecamatan;

melgksanakan fasilitasi  toponimi  dan pemetaan
wilayah;

menjiapkan bahan penctapan kode dan data
kewilayahan:

menyusun bahan kebijakan pelimpahan scbagian
kewenangan  Bupati kepada Camat  dan/atau
Wali:l'nagari;

menyusun bahan kebijakan pengelolaan dana nagari;
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mcliak!;anakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi
kewilayahan; dan

k) megiﬂc:’;anaknn tugas lain yang diberikan oleh atasan
|

sesiiai dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Otonomi Daerah mempunyai tugas:

8.

mcqghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
in!'ulrmaai serta bahan lainnya di bidang otonomi daerah
sebagai pedoman dan landasan kerja,

meriginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang otonomi
daerah;

mcr!yusun rencana, program kerja dan anggaran
heﬂll‘.uasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

mﬂr_hyu}sun bahan Laporan Penvelenggaraan
Pcn'licrintahan Daerah (LPPD);

menghimpun  Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD);

melaksanakan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan
Minimal {(SPM) Organisasi Perangkat Daerah;
melaksanakan fasilitasi dan  koordinasi  proses
pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati
dan Wakil Bupati;

memfasilitasi pengusulan Izin dan Cuti Bupati dan
Waﬂ_di Bl‘lpaﬂ;

menyusun bahan laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ)
Bupati;

mel}aksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan
pelaksanaan Pemilihan Umum,

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses
administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan
an@ota DPRD; dan

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah;
dan

. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesq'.mi dengan bidang tugasnya.
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2. Bagian Kesejahteraan Rakyat
|

a. Bagian Kesejahtersan Rakyal mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

mﬂnitﬂrinl dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di

bidang amaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat,

Bagian Kt.Jsejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1) penyigpan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang keagamaan, kescjahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat,

2) penyigpan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial ;dan kesejahteraan masyarakat;

3) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
k:hija_lkan daerah terkait pencapaian fujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan  kesejahteraan
masyarakat; dan

4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisien
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dengan tugasnya.

Bagian Kcilst:j'ahtcman Rakyat (Kesra) terdiri dari:

1) Subbagian Bina Mental Spiritual;

2) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan

3) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.

. Uraian Tugas

1) Subbagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
urjlldangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang bina mental
spiritual sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang bina
mg:ntai spiritual;
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d)

h)

J)

k)

menyusun rencana, program kerja dan anggaran
hell"hasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;
menyiapkan data, bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan bahan penyusunan petunjuk
pe}aksanaan vang berhubungan dengan dan/atau
pengembangan sarana peribadatan, sarang
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan
di| bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan;
menylapkan bahan, mengoordinasikan dan
melakukan perumusan kebijakan Daerah serta bahan
pedoman pembinaan di  bidang lembaga dan
I;ﬂTukLman keagamaan;
melakukan koordinasi lintas sektor, pembinaan,
fas;llitasl dan pengembangan kerja sama antar
lr:-rhhaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
mJ;nyiapkan bahan  pengolahan  data, saran,
pI:!TLimbangan serta  koordinasi  kegiatan dan
pclnjruﬁunan laporan  pregram pembinaan umat
hcli'agmna dan kerja sama antar lembaga keagamaan;
memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan
kegialan kerukunan wumat beragama dan aliran
kei:emﬂyaan serta kerja sama antar lembaga
kepgamaan,
m¢mfasiﬁmsi dan  mengoordinasikan  kegiatan
musyawarah antar umat beragama dan aliran
kepercayaan,
menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan
forum kerukunan umat beragama dan konsultasi
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran

kepeﬁcayaan;
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|

2)

1)

nj

melakukan koordinasi kerja sama sosial
kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan
secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar
um !l beragama dan aliran kepercayaan;
mclPksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
peﬁkaana&n kebijakan Daerah bidang lembaga dan
k l kunan keagamaan, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sestiai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

a)

b)

c

d)

menghimpun  dan mengolah peraturan perundang-
unf?angan. pedoman dan petunjuk teknis, data dan
inft?rmasi serta bahan lainnya di bidang kescjahteraan
sosial sebagai pedoman dan landasan kerja,
melrnghwe:ntarisasi permasalahan  dan menyiapkan
b petunjuk pemecahan masalah di bidang
kesejahteraan sosial;
mril'nyuam'.; rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
SeYl-:ia;
mc'tn},riapkan bahan pengoordinasian perumusan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang sosial,
lnsmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian penduduk  dan
keiuarga berencana,
menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial,
transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak, pengendalian  penduduk dan
keluarga berencana,
menyiapkan bahan fasilitasi serta pembinaan
pemberian hibah dan bantuan sosial kepada
Badan/Lembaga, Ormas, kelompok masyarakat dan
individu atau keluarga;
mieluksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sosial,
Lral_msmigraai, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
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h)

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
kel\rarga berencana; dan

me’lpksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Subba%ian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas:

a)

b)

d)

el

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
unéangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infn;rmasi serta bahan lainnya di bidang kesejahteraan
malfsymkat sebagal pedoman dan landasan kerja;
mepgif:wentarisa:a'i permasalahan  dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
ke&cjahleman masyarakat;

meT[rryusun rencana, program Kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan dan
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan,
k:!pemudaan. olahraga, serta pariwisata dan
kebudayaan;

menyiapkan bahan pelayanan administrasi
penyelenggaraan  urusan pemerintahan  bidang
pendidikan, kepemudaan, olahraga, pariwisata,
kebudayaan dan kemasyarakatan lainnya.
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pendidikan,
kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan;
dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Hukum

f

———

a. Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan Dacrah, pengoordinasian perumusan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkdt Daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi di
bidang
dokumentasi dan informasi.

perundang-undangan,  bantuan hukum  dan
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b. Bagian Hukum mempunyai fungsi:

c.

1)

2)

3)

4)

9

penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi
dan infarmasi;

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah di bidang perundang-undangan,bantuan hukum
serta d{?kument_asi dan informasi;

penyigpan bahan pengoordinasian pelaksanaan lugas
Persmglltat Daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
penyia;:':an bahan pelaksanaan monitoring dan cvaluasi di
bidang| perundang-undangan, bantuan hukum seria
dﬂkumL

pelaksa:aan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten

ntasi dan informasi; dan

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan
dcngﬂr{ tugasnya.

Bagian Hukum terdiri dari:

1)
2)
3)

1)

Subbagian Perundang-undangan,
Subbagian Bantuan Hukum; dan
Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi.

. Uraian Tugas

Subbagian Perundang-undangan mempunyai tugas:

a) mcﬁghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang perundang-
undangan sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
perundang-undangan,

¢) mepyusun rencana, program kerja dan anggaran
ber’:}asia kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) menyiapkan bahan penyusunan produk hukum
Dﬂ?l‘ﬂh;

¢) melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk
hukum Daerah;



2)

h)

i)

i

k)

meny’li&pkan bahan penjclasan Bupati dalam proses
pcnei[.ﬂ.p-ﬂn Peraturan Daerah;

menyiapkan bahan analisa dan kujian produk hukum
Dacrf,nh;

melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum
Dafrl'i-.lh:

menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum Daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan produk hukum Daerah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

@)

b)

h)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infnﬁ'*masi serta bahan lainnya di bidang bantuan hukum
sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisasi  permasalahan  dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah bidang bantuan
hukum;

menyusun Tencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

melaksanakan koordinasi permasalahan hukum dalam
penyclenggaraan Pemerintahan Daerah;

melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi
hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan
hukum bagi unsur Pemerintah Daerah dalam sengketa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
melaksanakan koordinasi dan [asilitasi kerjasama
dalam penanganan perkara hukum;

melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan
pcrﬁndungan Hak Asasi Manusia (HAM);

menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal
opinion);
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i)

]

mela lsanal-:a.n evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penanganan perkara/sengketa hukum; dan
melaksanakan tugas lain yung diberikan oleh atasan
sesu+j dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Dokumentasi dan Informasi mempunyai tugas:

a)

b)

d) m

h)

i)

il

menéhimpun daun mengolah peraturan perundang-
und&ngan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
mfarL'uasi serta bahan lainnya di bidang dokumntasi dan
infurlr'nusi hukum sebagai pedoman dan landasan kerja;

menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
dokumentasi dan informasi hukum,

menyusun rencana, program kerja dan anggaran
bcrb:!usis kinerja berpedoman kepada rencana stralegis
Setda,

(ksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum Daerah dan peraturan perundang-undangan
lainJ,aya;

n:ghimp:.m serta mengolah data dan informasi scbagai
bahan dalam rangka pembentukan kebijakan Daerah;
melaksanakem pengelolaan jaringan dokumentasi dan
mformasz hukum;
memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;
melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
pmcjuk hukum Daerah maupun peraturan perundang-
undangan lainnya;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
doktimentasi dan informasi produk hukum Daerah; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan bidang tugasnya.

4, Bagian Kerja Sama

—

a. Bagian j{erja Sama mempunyai tugas melaksanakan
penyiapar? perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian
perumusﬁ'n kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan
tugas

Perangkat  Dacrah, monitoring dan cvaluasi
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B

pelaksandaan  kebijukan  Daerah, dan  pelaksanaan

pembi 'ln administrasi di bidang fasilitasi kerjasama dalam

negeri, [asilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja
sama.

Bagian Kerja Sama mempunyai fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
kerja [sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan
evaluasi kerja sama,

2) pcnyiql‘pan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama
luar negeri dan evaluasi kerja sama;

3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Pcranéka.t Daerah di bidang kerja sama dalam negeri,
kerja éama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

4) penyiallpan bahan monitoring can evaluasi pelaksanaan
kebijaf{an Daerah di bidang kerja sama dalam negeri,
kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;

5) penyigpan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang kerja sama; dan

6) pelaksasan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat vang berkaitan
dcngaL tugasnya.

Bagian KLljia_sama terdiri dari:

1) Subba[gian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;

2) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; dan

3) Suhba'lgian Evaluasi Kerja Sama.

Uraian Tugas

1) Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai
tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
inﬁ:brn:'tasi serta bahan lainnya di bidang kerja sama
dalam negeri sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) mc;ngi'nvemariaasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang kerja

a dalam negeri;
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Pl

2)

c)

d)

h)

J

menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setdjl;

menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
Da¢r+h di bidang kerja sama dalam negeri;
melaksanakan pengolahan data kerja sama Daerah
dalam negeri;

mf:luil'.sanakan pengendalian dan perumusan data hasil
k:rjﬂ| sama Daerah dalam negeri;

melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah
Dacr?th;

melaksanaan pembinaan dan pengawasan kerja sama
Daerah dalam negeri yang dilakukan oleh Perangkat
Daerilh:

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijlhkan Daerah bidang kerja sama dalam negeri; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

|
sesu?i dengan bidang tugasnya.

Subbagian Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri mempunyail

tugas:

a)

b)

d)

mcnghimpm dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang kerja sama luar
negeri sebagai pedoman dan landasan Kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang kerja
sama luar negeri;

menfus_un rencana, program Kerja dan anggaran
berh.lrglsis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan

Dacrlah di bidang kerja sama Daerah dengan luar
nege'lri;

melaksanakan pengolahan data kerja sama Daecrah
dengan luar negeri;
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f) melakukan pengendalian dan perumusan data hasil
kerja sama Daerah dengan luar negeri;

gl mellakaanakan pembinaan dan pengawasan Kerja sama
Da dengan luar negeri yang dilakukan oleh
Perangkat Daerah;

hj m:llesanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kcblpjakan Daerah bidang kerja sama luar negeri; dan

i) melaksanakan tugas lain yang berikan oleh atasan
sesual dengan bidang tugasnya.

3) Subbagian Evaluasi Kerja Sama mempunyai tugas:

a) mctéghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk leknis, data dan
informasi serta bahan lainnyva di bidang cvaluasi kerja
sama sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang evaluasi
kerja sama;

c) ml.‘:'!;‘l}"t.lsuﬂ rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana startegis;

d) menviapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan
di bidang monitoring dan evaluasi kerja sama luar
negeri dan dalam negeri;

¢) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kerja sama dalam dan luar negeri; dan

)} melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya,

II. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

A. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan
kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan  kebijakan Daerah di  bidang perekonomian,
administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan

sumber daya alam.
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B. Asisten Perekam?mian dan Pembangunan mempunyaj fungsi;

1.

pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang

pertkonumiaA, administrasi pembangunan, dan sumber daya

alam;

- pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah di bidang

pe:rekunnrn.iﬂrl*administrasi pembangunan, pengadaan barang
dan jasa dan %umber daya alam;

penyusunan kehijakan Daerah di bidang pengadaan barang dan
Jasa;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang pcngac+aan barang dan jasa;

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Dacrah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak vang udak diinginkan,
dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang perckonomian, administrasi pembangunan, dan sumber
daya alam; dan

pelaksaaan fungsi lain vang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang perekanomian, administrasi pembangunan, pengadaan
barang dan Jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan
tugasnya.

C.Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:

8

Bagian Perekonomian

a. Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
p:ngnurdinq’sian pelaksanaan tugas Perangkat Dacrah,

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan

distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan
ekonomi miicm kecil.
b. Bagian Perckonomian mempunyai fungsi:

1] penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerah| di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,
pengendalian dan  distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ¢konomi mikro kecil;
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2)

3)

4)

peuyirlpan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perarigkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLU ., pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro keeil;
penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
k¢hij+kan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
damﬁak vang tidak diinginkan, dan faktor yang
mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
pemhbingan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi  perekonomian, dan perencanaan  dan
pengawasan ckonomi mikro Kecil; dan

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
rugssnya

. Bagian Perekonomian terdiri dari:

1)

Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;

2) Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
giinr |
3) Subbagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil,
. Uraian Tugas
1) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai

tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pembinaan
BUMD dan BLUD sebagai pedoman dan landasan
kerjg;

b) m;[:-nginventari_saai permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD;

c) m;{enjrusun rencana, program kerjp dan  anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Bt_l:tda;

d) menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan
teknis pengelolaan BUMD dan BLUD;
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2)

e) mT'm:,riapkan bahan pembinaan pengelolaan BUMD
dan BLUD;

f leakuk&n analisa perkembangan dan pencapaian
kinerja BUMD dan BLUD;

g) !lak,sanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
terhadap BUMD dan BLUD; dan

h) mislnksanakam tugas lain yang diberikan oleh atasan
ac%uai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

mempunyai fugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
qudangan, pedoman dan petunjuk leknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pengendalian
dain pendistribusian perekonomian sebagai pedoman
dan landasan kerja;

b) m%ngﬁ‘nvcntariaasi permasalahan  dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di  bidang
p::!n_gundnlian dan pendistribusian perekonomian;

c) m#nyu&un rencana, program Kkerja dan anggaran
belh-bﬂnis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) m-.'l.*nyusun bahan dan data serta analisa di bidang
pengendalian dan distribusi perekonomian;

e) menyusun bahan perumusan kebijakan Daerah,
penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman
umum di bidang pengendalian dan distribusi
perekonomian;

) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan
distribusi perekonomian;

g) memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan di bidang
pc'pgendalian dan distribusi perekonomian;

h) me¢laksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang pengendalian dan distribusi perekonomian; dan

i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
ﬁef;uai dengan bidang tugasnya.
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3)

Subhe*giﬂn Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro

Kecil mempunyai tugas:

a)

b)

h)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang perencanaan
dan pengawasan ckonomi mikro kecil sebagai pedoman

dan landasan kerja;

menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyusun bahan, data dan analisa di bidang
pe:mncanaan dan pengawasan ckonomi mikro kecil;
mt?iaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan perencanaan dan
pengawasan ckonomi mikro kecil;

ményusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegialan perencanaan dan
pengawasan ekonomi mikro kecil;

memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan di bidang
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang pengawasan
ekonomi mikro kecil; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Administrasi Pembangunan

o

a. Bagian

Administrasi Pembangunan mempunyai tugas

melaksanakan  penyiapan  pengoordinasian  perumusan

kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Ferangkat: Daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang penyusunan program,
p-cngcndarian program dan evaluasi dan pelaporan,

b. Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi.

1) pcnyiaba.n bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

Daera.t? di bidang penyusunan program, pengendalian
program serta evaluasi dan pelaporan,
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c.

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Ptranglllt Daerah dibidang penyusunan  program,
pcngcnélalian program dan evaluasi dan pelaporan;

3) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kf:bijakLn Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampa}!:- yang tidak diinginkan, dan faktor yang
mcnrpuilgaruhj pencapaian tujuan kebijakan di bidang
penyusiinan program, pengendalian program dan evaluasi
dan pc:l[k‘aperan: dan

) pelaks&raan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya,

Bagian nd![minismsi Pembangunan terdiri dari:

1) Subbagian Penyusunan Program;

2) Subbagian Pengendalian Program; dan

3) Bubbaq"iarl Evaluasi dan Pelaporan.

. Uraian T‘ugas

1) Subbah;ian Penyusunan Program mempunyai tugas:

&) mcli'jghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang penyusunan
pro!Fram sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) mepginvcnta:isasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
periyusunan program;

¢) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Selea;

d) menyusun dan mempersiapkan rencana Kegiatan
penyusunan program pembangunan Daerah;

€] menvusun bahan kebijakan dalam rangka
me;mpersiapkan program pembangunan Daerah;

f) menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan  penyusunan program pembangunan
Da?:mh;

g) melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat,
provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta

am rangka penyusunan sinergitas program
pembangunan Daerah;
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2)

h)

)

k)

I

melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka
penyll.tsunan program pembangunan Daerah;
mela.r(ﬁanakan penyusunan program pembangunan
dalam rangka mengembangkan akses pembangunan
Dacrlah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan
program pembangunan dalam rangka mengurangi
resil-ql:u dan kerugian pihak lain dalam rangka
kelancaran program pembangunan Dacrah;
meldksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pmg'rnm pembangunan Dacrah; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
scs\.Pai dengan bidang tugasnya.

Subba%ian Pengendalian Program mempunyai tugas:

a)

b

mernghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pengendalian
program sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
pengendalian program;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyusun rencana kegiatan pengendalian program
pembangunan;

menyusun bahan kebijakan pengendalian
pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan
pragram pembangunan Daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian
program pembangunan Daerah;

melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam
rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat
pelaksanaan program pembangunan baik oleh

pemerintah maupun swasta,
|
|
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h)

j)

k)

mengendalikan sinergitas program pembangunan baik
ﬂlﬂh? lembaga pemerintah maupun swasta;
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka
pcn'Ecndalian pelaksanaan program pembangunan.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengendalian

program pembangunan; dan
m::l_Ltksanﬂk&n tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas;

a)

b)

g

h

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infarmasi serta bahan lainnya di bidang evaluasi dan
pelaporan program pembangunan scbagai pedoman dan
langasan kerja;

menginventarisasi  permasalahan dan  menyiapkan
bal}au petunjuk pemecahan masalah di bidang evaluasi
dat? pelaporan program pembangunan,

meP}usun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyusun rencana monitoring dan pelaporan program
pembangunan Daerah;

melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan Daerah;

menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program pembangunan Daerah;

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka
pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
pembangunan Daerah;

mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti
hasil temuan monitoring dan cvaluasi program
pembangunan Daerah;

mengolah dan menyajikan data hasil evaluasi
pelaksanaan program pembangunan Dacrah sebagai
hahan perumusan kebijakan program pembangunan
Daerah;
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i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

a.

c.

A

Bagian Fehgadann Barang dan Jasa mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pﬂnganrdinhaian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pciaksanaaia monitoring dan evaluasi di bidang pengelolaan
pengadaan ‘ barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
secara clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan%jasa.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan | pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advukasi: pengadaan barang dan jasa;

2) penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah rh bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan  layanan pengadaan sccara  elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

3) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Dacrah di bidang pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan sccara
clektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
jasa,

4) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan
Jjasa; dan

5) pelaksaain fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Perckonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari;

1) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

2) Suhbag:ia',n Pengelolaan Lavanan Pengadaan Secara
Elektronik; dan
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3) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang

2)

|

dan Jql. .
d. Uraian Tugas

1) Subb#}[gian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas:

a)

b)

d)

c)

e ]

h)

1)

k)

1)

mcr ghimpun dan mengolah  peraturan perundang-

undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan

informasi serta bahan lainnya di bidang pengelolaan

pengadaan barang/jasa sebagai pedoman dan landasan

kerja;

menginventarisasi  permasalahan dan menyiapkan

bahLm petunjuk  pemecahan masalah  di bidang

pengeluiaan pengadaan barang/jasa;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran

berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis

Betc*a;

melaksanakan inventarisasi paket pengadaan
ng/jasa;

melzliks,&nakan riset dan analisis pasar barang/jasa;

menkmsun strategl pengadaan barang/jasa;

m'f:n| iapkan dan mengelola dokumen pemilihan beserta

dokumen pendukung lainnya dan informasi yvang

dib l uhkan;

mclaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa:

mcnruﬂun dan  mengelola  katalog  elektronik

lokal/sektoral,

membantu  perencanaan dan pengelolaan kontrak

penld&an barang/jasa pemerintah;

me]a&csaﬁakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pcné_adaan barang/jasa pemerintah; dan

mc!alksanakan tugas lain yang diberikan olch atasan

sesual dengan bidang tugasnva;

Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik mempunyai tugas:
a) mengmmpun dan mengolah peraturan perundang-

unddngan pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pengelolaan
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3)

b)

<)

d)

e

h)

i)

1)

layanan pengadaan secara elektronik sebagai pedoman
dan landasan kerja;

mr:rginvcntariﬁasi permasalahan  dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
pe rg:iolan layanan pengadaan secara elektronik;
menyusun rencana, program kerja dan anggaran
ber{lmsia kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Seclda:

melaksanakan pengelolaan seluruh system informasi
pengadaan barang dan jasa (termasuk akun pengguna
sistem  pengadaan sccara  elektronik)  dan
infrastrukturnya;

melaksanakan pelayanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah secara elektronik;

memfasilitasi pelaksanaan registrasi dan  verifikasi
peng seluruh  system informasi pengadaan
barﬁtng!jasn;

melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan
sistem informasi;

melaksanakan pengembangan sistem informasi yang
dihu;iuhkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ);

melaksanakan pelayanan informasi pengadaan barang
dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
mengelola  informasi  kontrak serta manajemen
barang/jasa hasil pengadaan:

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara
elektronik; dan

:nelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa mempunyai tugas:

a)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pembinaan dan
advokasi pengadaan barang/jasa scbagai pedoman dan

landasan kerja;
|
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b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
an  petunjuk pemecahan masalah di bidang
pc&:bmaan dan advokasi pengadaan barang/jasa:

C] menyusun rencana, program kerja dan anggaran
bcrfbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) mx:l}uksanal{an pembinaan bagi para pelaku pengadaan
barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPB.J;

e) meiai{sanakan pengelolaan manajemen pengetahuan
perlgadaan barang/jasa;

) membina hubungan dengan para pemangku
keplentingan;

g) melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPB.J:

h) mcilp ksanakan analisis beban kerja UKPBJ:

1) mer,Lgeln[a personil UKPBJ;

1) mei!pksannkan pengembangan sistem insentif personil
uml-“'a._t;

k) memfasilitasi  implementasi  standarisasi layanan
pcn'gadaan secara elektronik;

I melaksanakan pengelolaan dan pengukuran kinerja
penr&zﬂa&m barang/jasa pemerintah;

m) melaksanakan bimbingan teknis, péendampingan,
danraIau konsultasi proses pengadaan barang/jasa
pemcerintah di lingkungan Pemerintah Daerah, dan
nagari;

n) mdérksanak&n bimbingan teknis, pendampingan,
dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem
informasi pengadaan barang dan jasa pemcrintah,
antara lain SIRUP, 8PSE, e-katalog, e-monev, SiKaP;

o) melé}ksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak
melalui mediasi.

P) mel:%kﬁﬂnakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemFinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

q) melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan
sesuai sesuai dengan bidang tugasnya.
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4. Bagian Sumber Daya Alam

a. Bagian Sllimber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan
pen}riapan! pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan
momturiné dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di
bidang sumbcr daya alam pertanian, kehutanan, perikanan,
sumber dayn alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan
sumber daya alam energi dan air.
Bagian Su;nber Daya Alam mempunyai fungsi:

1)

2)

3)

4)

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerai%: di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan
air; |

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Dacrah di bidang sumber daya alam pertanian,
kehutanan, perikanan, sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam encrgi dan
air; |

penyia*‘l)an bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dﬂmpak( yang  tidak diinginkan, dan faktor
yangmempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di
bidang!sumhcr daya alam pertanian, kehutanan,
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan
lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pereckonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan
tugasnya.

Bagian Sumber Daya Alam terdiri dari:

1)

2)

3)

Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan;

Subbagian Sumber Daya Alam Pertambangan dan
Lingkungan Hidup; dan

Subbagian Sumber Daya Alarn Energi dan Air.



d. Uraian Tugas

|
1) Subbagian Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan dan

2)

Pcrikalrmu mempunyai tugas:

a)

b)

c)

d)

gl

h)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
ulﬁdangan. pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang sumber daya
m  pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai
pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi  permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang sumber
daya alam pertanian, kehutanan dan perikanan;
mlnyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Scha;
mn#nyusun bahan, data dan analisa serta perumusan
kebijakan Daerah di bidang sumber daya alam
p-e! tanian, kehutanan dan perikanan;
mT'lﬂksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
pclt"rani_an, kehutanan dan perikanan;
menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam
pertanian, kehutanan dan perikanan;
memfasilitasi dan melakukan pembinaan di bidang
sumber daya alam pertanian, kehutanan dan
perikanan;
mé!akganakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang sumber daya
alam pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesudi dengan bidang tugasnya.

Subbagiun Sumber Daya Alam Pertambangan dan

Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
in{'nrmasi serta bahan lainnya di bidang sumber daya
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3)

b)

)

d)

¢}

h)

alam pertambangan dan lingkungan hidup sebagai

pedoman dan landasan kerja;

menginventarisasi permasalahan  dan menyiapkan
an petunjuk pemecahan masalsh dij bidang sumber

daa,ra alam pertambangan dan lingkungan hidup;

men}fusun rencand, program kerja dan anggaran

be[has!s kinerja berpedoman kepada rencana strategis

menyusun bahan dan data, analisa serta perumiusan
kebijakan di bidang sumber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan
dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam
pertambangan dan lingkungan hidup;

me'fnfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya
alai{n pertambangan dan lingkungan hidup;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pels n kebijakan Daerah bidang sumber daya
alam pertambangan dan lingkungan hidup; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Subbagian Sumber Daya Alam Energi dan Air mempunyai
tugas:

a)

b)

d)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang sumber daya
alam energi dan air sebagai pedoman dan landasan
kerja;

mernginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang sumber
daya alam energi dan air;

menyusun rencana, program kerja dan anggaran
bcrt:ﬁasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyusun bahan dan data, analisa serta perumusan
kchlﬁakan di bidang sumber daya alam energi dan air;
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¢) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait
tcr%hadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam
energi dan air;

f) mén}rusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan

| pedoman umum kegiatan sumber daya alam
:Irgi dan air;

2) mlmiasilitaﬁi dan pembinaan di bidang sumber dava
alzm energi dan air;

h) mrl*lakﬁanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pellaksanaan kebijakan Dacrah bidang sumber daya
alam energi dan air; dan

i} melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

III. Asisten Administrasi Umum
A. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daeralh d.'alam| penvusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan

kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
dan mﬁrﬂmring‘; dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di

bidang umum, pbrganisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan

perencanaan dan keuangan.

B, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1.
2.

penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;

pelaksanaan| kebijakan di bidang umum, protokol dan
komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan,
pcnguﬂrdinaziian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;

penyiapan | pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang
umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan
perencanaan dan keuangan:

monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
organisasi;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur
Sipil Negara pada Perangkat Dacrah; dan
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7. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di

bidang 1sasi, umum, dan administrasi pimpinan yang
berkaitan dengan tugasnya,
C.Asisten Hnordim_Ltur Administrasi Umum terdiri dari:
1. Bagian Umum

a.

Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan penyiapan
pelaksana!an kebijakan, monitoring dan evaluasi di bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumash tangga,

Bagian Umum mempunyai fungsi:

1) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan
evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan

2) pclakss:mﬂan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Umum terdiri dari:

1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian;

2) Subbagian Perlengkapan; dan

3) Subbagian Rumah Tangga.

Uraian Tugas

1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahl dan
Kepegawaian mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
unda:Lngun. pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang tata usaha
pinxﬁinan. stal ahli dan kepegawaian sebagai pedoman
dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian;

€) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepuda rencana strategis
Setda;

d) melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
yang| meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,

|
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A

2)

©)
f)

g

kepegawaian Setdas dan Staf Ahli, serta rapat-rapat
djn%s;

melaksannkan pengelolaan kearsipan:

melpkudnakan monitoring evaluasi dan pelaporan
pelsikﬁanaan kebijakan Daerah bidang Tata Usaha
Pll'npll’l&ﬂ Staf Ahli dan Kepegawaian; dan

mc:l sanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesyal dengan bidang tugasnya.

Subbaqian Perlengkapan, mempunyai tugas:

a)

b)

¢

d)

h)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undihngan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infﬂ*masi serta bahan lainnya di bidang perlengkapan
sebagai pedoman dan landasan kerja;
menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
perlengkapan;

menyusun rencana, program Kkerja dan anggaran
herb;asis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setdha;

mciql'ksamkﬂn kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan kantor
Setdfa

melaksanakan  kebijakan pengadaan perlengkapan
Bup&rti dan Wakil Bupati serta Sctda;

melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas
Bupdti dan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta
kend!nman dinas operasional dan sewa kendaraan:
melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas
Bupati dan Wakil Bupati serta Rumah Dinas Sekretaris
Daerfth;

melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
mendukung kegiatan Bupati dan Wakil Bupati serta
Setda;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Daerah bidang perlengkapan; dan
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j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
scsluaj dengan bidang tugasnya.

3] Subbagian Rumah Tangga, mempunyai tugas:

a) mr:lhghimpun dan mengolah peraturan perundang-

angan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang rumah tangga
sebagai pcdoman dan landasan kerja;

b) meﬁginventarisasi permasalahan  dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang rumah
tangga;

c) meﬁyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana stralegis
Sett!'ia;

d) mel:r:lksanakan urusan rumah tangga Bupati dan Wakil
Eu;ra.u' serta Setda;

€) mel?ka&nakan penyediaan  akomodasi, jamuan,
makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah
Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;

f) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Daerah bidang rumah tangga; dan

g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Bagian Organisasi

a. Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan | perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian

perumusan kebijakan Dacrah, pengoordinasian pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan

analisis jabatan pelayanan publik, tata laksana, serta kinerja

dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi mempunyai fungsi:

1) penylapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi

|
birokrasi;
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2)

3)

4)

5)

penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan
Daerih di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
petayf\nan publik dan tata laksana serta kinerja dan
refortnasi birokrasi:

penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Pe at Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabatfan. pelayanan publik dan tata laksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi;

Pﬂn}dépﬂin bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis
jabataln. pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan réfor_masi birokrasi; dan

pelak4ﬂa;an fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Admlr!ristrasi Umum yang berkaitan dengan rugasnya,

¢, Bagian Organisasi terdiri dari:
1) Subbanldn Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
2) Subb&gsan Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
3) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

d. Uraian Tugas

1)

Subbagian  Kelembagaan dan  Analisis  Jabatan

mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
unc!angan. pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infarmasi serta bahan lainnya di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan sebagai pedoman dan landasan
kerja;

b) meﬁginvemarisasi permasalahan dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan;

¢) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) menyiapkan bahan penyusunan Struktur Organisasi
danl[ Tata Kerja (SOTK);
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2)

e

f

8)
h)

i
k)

1)

meényusun bahan koordinasi perumusan tugas dan
ngsi jabatan organisasi Perangkal Daerah;

ményusun bahan evaluasi kelembagaan Perangkat

Dacrah dan unit pelaksana teknis daerah i

mﬁnvusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);

mm}'UEun analisis jabatan, analisis beban kerja, dan

cvqluasl jabatan;

menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan

organisasi Perangkat Daerah:

menyusun profil kelembagaan Perangkat Daerah.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan,

anqham jabatan, analisis beban kerjs, dan evaluasi

Jabatﬁm dan

mehksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuau dengan bidang tugasnya,

Subba_gmn Pelayanan  Publik dan Tata Laksana
mempunyai tugas:

al

b)

d)

menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang pelayanan
publik dan tata laksana sebagai pedoman dan
landasan kerja;

metiginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
pclé}'annn publik dan tata laksana;

menyusun rencana, program Kkerja dan anggaran
bcrﬁaais kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

mﬂrﬁru_sun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas,
jam' kerja, metode kerja, prosedur kerja, dan pola
hubungan kerja;

menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis
di ﬁde ketatalaksansan dan pelayanan publik bagi
unit kerja/organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;

melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan
Standar Pelayvanan Publik ;
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AT

3)

g)

h)

1)

J)

menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional
Prl‘psedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing
Peranghal Daerah:

mﬁl.-lﬂksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi
peiayanan publik;

mtlélaksanﬁkan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pc’aksanaan kebijakan Daerah di bidang pelayanan
publik dan tata laksana; dan

mﬂfiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai
|
tugas:

a)

b)

gl

h)

melnghimplm dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang peningkatan
kinerja dan reformasi birokrasi sebagal pedoman dan
Ian]ltlasan kerja;

mm;_:g:inventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
pe !'ngk&l&n kinerja dan reformasi birokrasi:
mmlyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan
Kinerja dan reformasi birokrasi:

menyusun  bahan  Laporan Kinerja  Instansi
Pemerintah (LKjIP) Kabupaten:

menyusun road map reformasi birokrasi:

mele;lk'uk&n fasilitasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

melﬁksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kebijakan Daerah bidang peningkatan
kinerja dan reformasi birokrasi: dan

meldksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuaj
dengan bidang tugasnya.
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3. Bagian Pmtq:ﬁ-ml dan Komunikasi Pimpinan
a. Bagian P!,lntnkol dan Kemunikasi Pimpinan mempunyai tugas
mclaksanakan penylapan pelaksanaan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan  tugas  Perangkat Daerah,

mumlunnlg dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di

bidang p mknl, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.

b. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi:

1) peny:qun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi:

2) penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perang Dacrali di bidang protokol, komunikasi
pimpinan, dan dokumentasi;

3) penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
ktbijakan Daerah terkait protokol, kemunikasi pimpinan,
dan dakumentasi; dan

4) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Admin|strasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

¢. Bagian Pratokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:

1) Eubba_éian Protokol;

2) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan

3) Subbagian Dokumentasi Pimipinan.

d. Uraian Tugas

1) Suhb&lgian Protokol, mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang keprotokolan
scbagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
keprotokolan;

¢) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Eet;l'lu;

d) melaksanakan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu Pemerintah Daerah:




A

2)

e mfnyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi
kcpmmknlan

f) menwapkan bahan informasi acara dan Jjadwal
kegmtan Bupati dan Wakil Bupati;
mﬂngh!nrmasxkan Jadwal dan kegiatan Pemerintah
Daerah;

h) metll&ksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
Bul;;uti dan Wakil Bupati;

i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
keilaijakan Daerah di bidang keprotokolan: dan

J) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sesuai
dr:rllgan bidang tugasnya,

Subba!gian Komunikasi Pimpinan, mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infnirmasi serta bahan lainnya di bidang komunikasi
pimpinan sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) me:[hginv:ntarisasi permasalahan dan menyiapkan
bal’*';zm petunjuk pemecahan masalah  di bidang
kcmumkam pimpinan;

c) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
bcrlpasm kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setcfa

d) menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait
pel I sanaan fungsi juru bicara pimpinan daerah:

e} memberi masukan kepada pimpinan daerah tentang
penyampaian informasi tertentu;

f) memberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-
pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan/atau atas
arahan pimpinan;

g) menghimpun dan mengolah informasi yang bersifat
pent:ing dan mendesak scsuai kebutuhan Bupati dan
Wakil Bupati;

h) menyiapkan dan menggandakan bahan materi
kﬂhijakan:

47



3)

i) menyusun naskah sambutan dan pidato Bupati dan
Wakil Bupati.

J) melaksanakan evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang komunikasi pimpinan; dan

k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesusi dengan bidang tugasnya.

Subb%:gian Dokumentasi Pimpinan, mempunyai tugas:

&) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
informasi serta bahan lainnya di bidang dokumentasi
pimpinan schagai pedoman dan landasan kerja;

b) ménginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
dokumentasi pimpinan;

c) mﬁpyusun rencana, program kerja dan anggaran
bcqbaﬁ:is kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) mendokumentasikan kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati;

€) menyusun notulensi rapat Bupati dan Wakil Bupati;

) memfasilitasi peliputan media terhadap kegiatan
Bupati dan Wakil Bupati;

g) melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang dokumentasi pimpinan;
darn

h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan,

a. Bagian Pdrencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan  pengoordinasian  perumusan
kebijakan | Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat li}aerah scrta monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan

pelaporan.
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b. Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
1) pen:,napﬁn bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

2)

4)

1)
2)
3)

1)

Dac'rah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan:
pcnywrpan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di bidang perencanaan, keuangan dan
Ptlap

penylapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
k:buakan dacrah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak vang tidak diinginkan, dan faktor yang
mcmpt[‘ngaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

pﬁl&ksﬁ'man fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Admmisuasl Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Perlum;anadn dan Keuangan terdiri dari:

Subbagmn Perencanaan;
Subbaﬁg,ia:n Keuangan; dan
Subbagian Pelaporan

Uraian Tugas

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infcarlmasi serta bahan lainnya di bidang perencanaan
sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menéinvcntﬂﬁsasi permasalahan  dan  menyiapkan
bahan petunjuk pemecahan masalah di bidang
perencanaan;

€) menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berhélsis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setda;

d) menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Setda
}rang: meliputi penyusunan rencana strategis Setda
{R&n%lrﬂ]. rencana kinerja (Renja) tahunan, Rencana
Ker:i-l dan Anggaran (RKA);

€] menylapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan
verifikasi RKA, DPA, DPPA Perangkat Daerah;

f) menyusun perjanjian kinerja Setda: dan
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2)

3)

2) mel;laksanak&n tugas lain yang diberikan oleh atasan
seshai dengan bidang tugasnya.

Subbapian Keuangan, mempunyai tugas;

a) mﬂr';ghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undungan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
info 81 serta bahan lainnya di bidang keuangan
sebagal pedoman dan landasan kerja;

b) mcnrginvenmﬁsasi permasalahan dan menyiapkan
bah?.n petunjuk  pemecahan masalah di bidang
keuangan;

€] menyusun rencana, program kerja dan anggaran
berhams kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Bctr.ta:

d) mclq.ksanakan penatausahaan keuangan Setda:

) melaksanaka:n penatausahaan barang milik daerah
Padd Sctda;

f) me I sanakan teknis  pengelolaan  administrasi
kauafngan dan anggaran di lingkungan Setda;

g) melaksanakan pembinaan dan fasilitasi anggaran di
lingkungan Setda;

h) melaksanakan sistern pengendalian intern; dan

i) melaksanakan tugas lain vang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Pelaporan, mempunyai tugas:

a) menghimpun dan mengolah peraturan perundang-
undangan, pedoman dan petunjuk teknis, data dan
infarifnasi serta bahan lainnya di bidang pelaporan
sebagai pedoman dan landasan kerja;

b) menginventarisasi permasalahan dan menyiapkan
bahah petunjuk  pemecahan masalah di  bidang
pelaplpran;

c) meny:,usun rencana, program kerja dan anggaran
berbasis kinerja berpedoman kepada rencana strategis
Setdeqll;

d) menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
[LKleli"] Setda;
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¢) menyusun bahan Evaluasi Rencana Kerja Setda;

f) menyusun bahan laporan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP};

g) menyusun bahan laporan keuangan Setda; dan

h) meiaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sestiai dengan bidang tugasnya.

BUPATI SOLOK,
dto
GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA B HUKUM DAN HAM,

SYAMSUL BAHRI



